
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 entang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara R publik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Le baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 entang 
Pembentukan Peraturan Perundang-un angan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R publik 
Indonesia Nomor 5234); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tenta g Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Ta bahan 
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 50 5); 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di rovinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4932); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan seba airnana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

a. bahwa untuk mewujudkan tertib adrninistr si dan 
pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah 
khususnya kendaraan dinas agar penggu aannya 
dapat lebih eflsleri dan efektif, perlu men tapkan 
Pedoman dan TatEJ. Care Penggunaan Kendara Dinas 
Pemerintah Kabupaten Prmgsewu: · · 

BUPATI PRINGSEWU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

• 

Menimbang 

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGGUNMN KENDARAAN DIN S 
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU 
NOMOR 21 TAHUN 2015 

BUPATI PRINGSEWU 

~\~~/!~ . 
,··, '··.. //; 

-''/,, · .. · ~ .. 
. ... 



PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN D TATA 
CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS PEM RINTAH 
KABUPATEN PRINGSEWU. 

MEMUTUSKAN: 

13. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tah n 2013 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bar ng Milik 
Daerah di Lingkungan Pemerintah K upaten 
Pringsewu (Serita Daerah Kabupaten Pringsew Tahun 
2013 Nomor 43); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten' Pringsewu N mor 20 
Tahun 2013 tentarig Pengelolaan Barang Mili 
(Lembaran Daerah Ka bu paten Pringsewu Tah 
Nomor 20); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu N 
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pe 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah K upaten 
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu N mor 01 
Tahun 2010 ten tang Urusan Pemerintahan K upaten 
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten P ingsewu 
Tahun 2010 Nomor 01); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tah 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daera (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tah n 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Bara g Milik 
Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tah n 1997 
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntut 
Rugi Barang Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara epublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, T mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norn r 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara epublik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, T mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 79); 

Menetapkan 

: .. 



8. Kendaraan pool adalah kendaraan operasio al dinas 
yang dipergunakan untuk kepentingan p layanan 
tamu, pelayanan karyawan atau kep ntingan 
masyarakat. 

9. Surat Penunjukan Pemakai Kendaraan Di as yang 
selanjutnya disingkat SPPKD adalah surat 
penunjukan oleh Pejabat yang berwenang kepada 
Pegawai Negeri Sipil atas penggunaan k ndaraan 
dinas oleh pegawai yang bersangkutan. 

10. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan G nti Rugi 
yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah ntutan 
yang dikenakan pada Pejabat Pemerint h atau 
Pegawai Negeri Sipil yang karena perb atannya 
melanggar hukum dan/ a tau melalaik n/ tidak 
melakukan kewajibannya. 

11. Pemakai Kendaraan adalah Pejabat atau Pegawai 
Negeri Sipil yang citunjuk menggunakan k ndaraan 
dinas dan memiliki SPPKD. 

• 

au pun 

6. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang 
untuk menduduki suatu jabatan dalam 
organisasi Pemerintahan baik Struktural 
Fungsional. 

7. Kendaraan Dinas adalah setiap kendaraan 
yang merupakan kekayaan Pemerintah Ka upaten, 
baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) ata lebih. 

iangkat 
truktur 

5. Bidang Aset Daerah adalah Bidang yang seca a teknis 
mengelola Aset Daerah pada Badan Pe gelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu. 

4. lnstansi Pengguna adalah Dinas/Badan Kantor/ 
Camat/Kepala Bagian dan Satuan Kerja P rangkat 
Daerah di lingkungan Kabupaten Pringse u yang 
bertanggungjawab dalam hal penggunaan barang 
daerah. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud deng n: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta P rangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara peme intahan 
daerah. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 



Ketentuan dan tata cara penggunaan kendara 
adalah sebagai berikut: 
a. kendaraan dinas dicatat dalam daftar i ventaris 

instansi pengguna se bagai kekayaan Pe erin tah 
Kabupaten; 

b. penggunaan kendaraan dinas didasarka pada 
SPPKD; 

c. penggunaan kendaraan dinas hanya untuk k perluan 
dinas; 

d. penggunaan kendaraan dinas harus d lakukan 
seoptimal dan seefisien mungkin; 

e. pemakai kendaraan dinas bertangg ngjawab 
sepenuhnya dan apabila terjadi ke usakan, 
kecelakaan, kehilangan atau penyi pangan 
penggunaan diluar ketentuan dinas ma a akan 
diproses sesuai dengan ketentuan p raturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

f. Pejabat Pemerintah/Pegawai Negeri Sipil karena 
tugasnya hanya dapat menggunakan 1 (s tu) unit 
kendaraan dinas roda 4 (empat) atau 1 (s tu) unit 
kendaraan dinas roda 2 (dua), kecuali men 
persetujuan tertulis dari Bupati; dan 

Pasal3 

BAB III 
TATA CARA PENGGUNAAN 

( 1) Pedoman dan tata cara penggunaan kendara n dinas 
dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada 
Satuan Kerja Perangkat Dae rah dalam 
mengoperasionalkan guna menunjang ke ancaran 
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi engguna 
dengan mempertimbangkan rencana kebutu an dan 
dilaksanakan seoptimal mungkin agar dapat 
digunakan secara .efektif dan efisien. 

(2) Penggunaan kendai aan dinas bertujuan: 
a. menunjang kelancaran pelaksanaan tu s-tugas 

kedinasan; 
b. meningkatkan fungsi pelayanan kepada 

masyarakat; 
c. meningkatkan kualitas hasil kerja; dan 
d. menunjang pelaksanaan program Pe erintah 

Kabupaten sesuai visi dan misi satu n kerja 
perangkat daerah masing-masing. 

Pasal2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

l 



(1) Kepala instansi pengguna dalam menerbitka SPPKD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus 
memperhatikan klasifikasi dan fungsi kenda an. 

Pasal6 
1 

J 

1 ~· 

(3) Kendaraan dinas operasional khusus/ apangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (lima) huruf c, 
merupakan kendaraan bermotor dina milik 
Pemerintah Kabupaten yang dipergunaka untuk 
tugas lapangan sebagai kegiatan yang erkaitan 
dengan tugas pokok dan fungsi sesuai k butuhan 
dan kondisi lapangan dapat berupa ambula ce, alat- 
alat besar, bus, truck, micro bus, perah motor, 
pemadam kebakaran dan sepeda motor khus s. 

( 1) Kendaraan dinas perorangan se bagaimana imaksud 
dalam Pasal 4 huruf a, merupakan k ndaraan 
bermotor dinas perorangan milik Pe erintah 
Kabupaten Pringsewu yang dipergunaka untuk 
pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, K tua dan 
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pringse berupa 
sedan, jeep dan station wagon. 

(2) Kendaraan dinas operasional 'sebagaimana imaksud 
dalam Pasal 4 'huruf b, merupakan k ndaraan 
bermotor dinas milik Pemerintah K bupaten 
Pringsewu yang digunakan oleh SKP untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait 
pelaksanaan tugas dinas sehari-hari secara utin dan 
multi guna dan multi fungsi berupa sed n, Jeep, 
station wagon, mini bus, pickup dan kendar an roda 
2 (dua). 

Pasal 5 

Kendaraan dinas berdasarkan fungsinya d bedakan 
dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: 
a. kendaraan dinas perorangan; 
b. kendaraan dinas operasional; dan 
c. kendaraan dinas operasional khusus/lapang n. 

Pasal4 

g. format SPPKD sebagaimana dimaksud pad huruf b 
tercantum pada Lampiran I yang merupak bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat mi. 



(1) SPPKD untuk kendaraan dinas berlaku selama 
2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. 

(2) SPPKD untuk kendaraan dinas tidak berlaku 
a. pengguna dipindahkan ke instansi la n atau 

jabatan lain, terhitung mulai tanggal (TM ) Surat 
Keputusan ten tang alih tugas jabatan 
pejabat/pegawai yang bersangkutan di etapkan 
dan selambat-lambatnya 1 (satu) ming setelah 
serah terima jabatan harus men erahkan 
kendaraan yang dipergunakannya kepad Kepala 
Instansi pengguna; 

• 

Pasal8 

(3) Format surat pernyataan kesanggupan d 1 calon 
pengguna kendaraan dinas se bagaimana d maksud 
pada ayat (1) sebagaimana tercantu pada 
Lampiran II yang merupakan bagian ya g tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Pernyataan kesanggupan sebagaimana d maksud 
pada ayat (1) disampaikan ke Bagian Umum/ 
Perlengkapan Sekretariat Daerah atau Su Bagian 
Umum/unit yang membidangi pada SKPD, dengan 
dilampiri: 
a. photo copy surat identitas (SIM/KTP); 
b. SK terakhir / jabatan; dan 
c. pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanya 3 (tiga) 

lembar. • 

(1) Sebelum SPPKD untuk kendaraan Per rangan/ 
operasional dinas diterbitkan, calon engguna 
kendaraan dinas, kecuali untuk kendara n pool, 
diwajibkan memberikan surat pe nyataan 
kesanggupan mentaati ketentuan pen gunaan 
kendaraan dinas di atas materai secukupnya. 

r • 

Pasal 7 

(2) Kendaraan dinas operasional yang dipe unakan 
untuk pool serta Kendaraan Dinas husus/ 
Lapangan, SPPKD diatasnamakan Kepala Su Bagian 
Umum/Perlengkapan pada instansi Pengel la atau 
Pejabat struktural yang menangani peng perasian 
kendaraan dinas dan segala tanggung jawab menjadi 
beban Pejabat yang bersangkutan. 

(3) Kendaraan dinas operasional yang tidak 
dipergunakan untuk pool, SPPKD diatas amakan 
masing-masing pemakai. 



(2) Terhadap kendaraan dinas yang telah hilang, 
dokumen kepemilikannya wajib dikembalika kepada 
Bupati cq. Kepala Bidang Aset Badan Pen elolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten P ingsewu 
untuk diproses sesuai ketentuan per ndang- 
undangan yang berlaku. 

' 

• 

karena kelalaianny terjadi 
dan/ a tau terjadi ke elakaan 
kendaraan rusak ringan/ 

( 1) Bagi pengguna yang 
kehilangan kendaraan 
yang mengakibatkan 
sedang/berat, maka: 
a. yang bersangkutan akan dikenakan TPTG sesuai 

dengan ketentuan perundang-undanga yang 
berlaku; 

b. tidak diperbolehkan menggunakan ke daraan 
dinas kembali/ mendapat SPPKD yang bar selama 
proses TPTGR tersebut belum selesai; dan 

c. dapat dikenakan sanksi hukuman disipli sesuai 
dengan ketentuan perundang-undanga yang 
berlaku. 

f 

Pasal 10 

yang lintas 

g tidak b. memindahtangankan pada orang 
berhak; 

c. melanggar peraturan lalu 
mengakibatkan tindak pidana. 

(2) Pencabutan SPPKD sebagaimana dimaks d pada 
ayat ( 1) dapat dilakukan apabila pemakai k ndaraan 
yang bersangkutan: 
a. tidak pernah menggunakan untuk keperlu n dinas 

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan bertu ut-turut 
setelah menerima SPPKD; 

yang (1) Pencabutan SPPKD dilakukan 
menerbitkan SPPKD. 

Pasal 9 

b. pengguna yang sudah pensiun, terhitu g mulai 
tanggal (TMT) ', pensiun dan selarnbat-la batnya 
1 (satu) minggu setelah tanggal pensiu harus 
menyerahkan kendaraan yang dipergu kannya 
kepada Kepala instansi; 

c. pengguna yang meninggal dunia, terhitu 
tanggal kematian dan selambat-lambatny 1 (satu) 
bulan setelah tanggal kematian pega ai yang 
bersangkutan maka -duda/ janda/ ahli waris 
pengguna yang bersangkutan harus men erahkan 
kendaraan yang digunakannya kepada Kepala 
instansi pengguna. 

··-\ 



• a. meminjamkan kendaraan dimaksud kepada piha 
b. mempergunakan dan mengoperasikan ke «: -, dimaksud untuk keperluan lain selain keperluan inas; I 

~ c. menjadikan kendaraan dimaksud sebagai aminan ~ 
i. hutang dan/ atau sejenisnya; 

Sebagai pemakai/penanggungjawab kendaraan dinas 
dimaksud dilarang: 

KEDUA 

KESATU Sebagai pemakai/penanggungjawab kendaraan dinas 
dimaksud diwajibkan: 
a. memelihara dan merawat kendaraan dimaks d agar 

selalu dalam keadaan baik dan siap pakai; 
b. mempergunakan dan mengoperasikan daraan 

dimaksud semata-mata hanya untuk keperluan 
c. melaporkan kepada Pejabat yang menunjuk, apabila 

kendaraan dimaksud memerlukan perbaikan; 
d. bertanggungjawab terhadap kehilangan, kerusak n berat 

dan atau akibat kecelakaan; dan 
e. menyerahkan/mengembalikan kepada yang 

menunjuk, apabila terjadi mutasi, dari 
unit/ satuan kerja serta pensiun. 

Penunjukan pemakai/penanggungjawab kendaraan dinas dilak anakan 
• dengan ketentuan: 

Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dengan identitas sebagaimana te cantum 
dalam kolom 2, 3, 4, sebagai pemakai/penanggungjawab kendara n dinas 
inventaris Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang dikelola oleh Dinas/ 
Badan/Kantor/Camat/Bagian/Lembaga dengan data ke daraan 
sebagaimana tercantum dalam kolom 51 6, 7, 8, 9, 10 pada Lampir n Surat 
Penunjukan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar SPPKD 
ini. 

MENUNJUK: 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama 
NIP 
Jabatan 
Alamat 

r 

SURAT PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS 
Nomor: . 

A. Format SPPKD 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PRI GSEWU 
NOMOR 21 
TAHUN : 2015 



I. 

• 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
Kepala BPKAD 
c.q Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Pringsewu 

(NAMA) 
Pangkat 
NIP. 

Pringsewu, 2015 
Kepal~ SKPD, 

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan seba aimana 
mestinya. 

Pemakai kendaraan dinas bertanggungjawab se 
terhadap kendaraan dimaksud, sehingga apabil 
kerusakan, kehilangan atau penyimpangan pen 
diluar ketentuan dinas, akan diproses sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

KETIGA enuhya 
terjadi 

gunaan 
dengan 

d. membiarkan kendaraan dimaksud tidak te pelihara 
(diterlantarkan) diletakkan dilokasi yang tidak a an atau 
kurang terlindung. 



BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR 21 

Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal 28 i'foi 2015 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

SUJADI 

BUPATI~EWU, 

Ditetapkan di Pringsewu 
pada tanggal 23 ~:ci 2015 

i' :1. 

tahkan 
dengan 
upaten 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupati mi 
penempatannya dalam Berita Daerah K 
Pringsewu. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 12 

Pemakaian kendaraan dinas yang dilaksanakan ebelum 
berlakunya Peraturan Bupati ini dalam wakt paling 
lama 1 (satu) tahun harus sudah menyesuaika dengan 
ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam p raturan 
Bupati ini. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 



• BUPA~EW, 

SUJADI 

( ) 
NIP. 

(NAMA) 
Pangkat 
NIP. 

Materai 
6000 

Mengetahui 
Kepala SKPD, 

Yang Membuat Per yataan, 

Pringsewu, . 

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan seperl nya. ' I 
j 
i 
l 

\. '. 

• 
3. Apabila terjadi mutasi/keluar dari unit/satuan kerja ata sebab- 

sebab lain yang berkaitan dengan pemakai/penangg ngjawab 
kendaraan dinas, maka saya berkewajiban menyerahkan kembali 
tan pa harus diminta kepada unit/ satuan kerja . 

2. Tidak akan menuntut ganti rugi apapun atau biaya pengg nti atas 
segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan peraw tan dan 
pemeliharaan kendaraan dinas tersebut. 

.) 

t 

1. Bahwa saya akan memenuhi/mentaati segala ketentuan-k tentuan 
yang tercantum didalam surat penunjukan pemakai k ndaraan 
dinas . 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama 
NIP 
Jabatan 
Alamat Rumah 

SURAT PERNYATAAN 

PERA TURAN BUPATI PRIN SEWU 
NOMOR :21 
TAHUN :2015 

LAMPIRAN II 
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